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.... 7 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- 
. h Nomor.) 

Peraturan Pemennta . 
, .... Tahun 2006, 

Undang Nomor _.) 
5. 

ten tang Administrasi 2006 Tahun Nomor Undang-Undang 

Kependudukan; 
4. 

3. 

1 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
Undang-Undang Nomor 

1 .... , Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Undano-Undang NomOI .J- 

0 . 
0 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

sebaoaimana dmbah denoa 
0 

.• t I Penooanti Undang-Undang Nomor 3 Tahun p ruran Pemer 111 a 1 oo 
Penetapan era p t ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Penetapan . era u . . 
2005 tentang Penlerintahan Daerah menjadi Undang- 

?004 tentang Nomor 32 tahun - 

Undang; 

2. 

Barat; 

d U d Nomor J 7 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Un ang- n ang 
-1 d I L·,11okunoan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Kota Keci a am o o 

l. 

b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota Magelang; 

a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan serta sambil menunzuu disusun dan 00 

ditetapkannya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akra Catatan 

Sipil, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang 

Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran; 

Yi ALI KOT A MAGELAN.Q 

PERA TU RAN W ALIKOT 
NOivlOR J.G A MAGELANG 

TAHUN 2007 
TENTANG 

DISPENSASI PELA YANAN PENCATATANr AKT . 
A KELAHIRAN 

DENGAN RAHMAT TU.HAi\J y Al'\!G MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG 
' 

Mengingat 

Menimbang 
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. er melampaui batas waktu I (satu) tahun sejak 
kelal11ran yano . 

Pelaporan pencatatan 1 1 . dispensasi pelayanan akta kelahiran dengan 
di tatkan me a ui . . kelahiran dapat ica . dudukan dan Catatan Sipil tanpa penetapan 

I 0111as Kepen 
persetujuan Kepa a 
pengadilan. 

. melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 
p I Kelah1ran yang . e aporan . k kelahiran pencatatannya dilaksanakan setelah 

I ( atu) tahun sera , dengan s . ala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
mendapatkan persetuJuan Kep 

Pasal 4 

Pasal 3 

b. 

60 ( enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. 

d k I O ·an sebaoaimana dimaksud pada huruf a Pejabat Pencatat Ber asar 'an ap I o . . 
. . t da Resister Akra Kelahiran dan Menerbitkan Kutipan Akta Sipil mencata pa o 

Kelahiran. 

a. 

Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Kepala Keluarga, keluarganya atau yang 
diberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil selambat-lambatnya: 

Pasal 2 

Dispensasi pelayanan akta kelahiran diberikan kepada penduduk Warga Negara 
Indonesa yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan; 

Pasal I 

DISPENSASI 

MEMUTUSKAN: 

PERA TU RAN WALIKOT A MAGELANG TENT ANG 
PELAYA.J"\JAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN. 

6. Peraturan Daerah K ota Ma(}el 
Pence · · " ang Nomor 12 T I ggann B1aya Cetak K a iun 2000 tentang Retribusi 

artu T anda Pendud k 
u dan Akta Catatan Sipil: 

7. Peraturan Daerah K ' 
Ota Mao-elano N 

Organisasi dan T t K . " . b 
I omor 5 Tahun 2003 tentang Susunan 

a a eqa Dinas D I 
Peraturan Daerah Kot · aera 1 sebagaimana telah diubah dgn 

a Magelang Nomor I Tahun 2007· 
Surat Menteri Dalam Nee . N ' 

_,en J omor 474 1/127 . . 
Dispensasi Pela p · 4tSJ tanggal 11 Ju111 2007 tentang 

yanan encatatan Kelahiran D I 
U d a am Masa Transisi Berlakunya 

n ang-Undano Nemer ?'"' T 1 .::i _., a iun 2006. 

Menetapkan 

vlemperhatikan 



Diundangkan di MagelanQ 
J>ada tangga1 2 Oktober 007. 

SEKRETARIS· D RAH KOTA MAGEi.ANG 

H. FAHRlYANTO 

WALlKOTA MAGELANG 

cl~ 

Ditetapkan di Magelang 
,,,, o~~c::µ.. ,:JC() 7 pada tanggal . .,c.. v 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. 

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal cliundangkan. 

Pasal 9 

Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan setelah Jebih dari 60 hari 
diberikan kepada penduduk dengan dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Pasal 8 

Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan pada usia anak sarnpai 
dengan 60 hari diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya. 

Pasal 7 

Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang 
tuanya. 

c. 

b. 

Anak pasangan suar~ari perkawinan yang sah; 

Anak seorang ibu; 

a. 

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu: 

Pasal 6 

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan 
persyaratan teknis untuk pencatatan Akta Kelahiran. 

Pasal 5 


